BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana dan Pengaturannya
1. Pengertian Tindak Pidana

Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak
tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum
dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur
perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu: yang oleh pembentuk undang-
undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim
dalam persengketaan.>?

Dalam hal pembentuk undang-undang berketetapan untuk membuat suatu
norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka
yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi
“perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu,
dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan
bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut.>

Terkait dengan perilaku manusia yang berdimensi publik yang ditetapkan
oleh Undang-Undang dan ditentukan dalam aturan pidana. Aturan pidana itu
adalah aturan hukum, sebagaimana diketahui aturan hukum berisikan penilaian,

bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah

%2D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Liberty,
Yogyakarta, 1995, him. 248-256
%31bid., him. 23
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baik atau jelek bagi masyarakat, dan sepatutnyalah jikalau kelakuan demikian
boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.>

Dalam ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan
dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan
dalam masyarakat atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela, dimana
pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum
dalam peraturan hukum pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP. Istilah-
istilah yang dimaksud antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak
pidana, yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-
undang. Dalam merumuskan Undang-Undang, sedang dalam KUHP (WvS) yang
merupakan kopian dari KUHP Belanda dikenal istilah Strafbaar Feit, yang pada
umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut.

Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak
pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing
Strafbaar Fiet. Namun dalam hal ini belum jelas apakah disamping mengalihkan
bahasa dari istilah Starafbaar Fiet itu dimaksudkan mengalihkan makna dari
pengertiannya juga, dikarenakan sebagian besar karangan ahli hukum pidana
belum jelas dan terperinci menerangkan pengerian istilah ataukah sekedar
mengalihkan bahasanya.>® Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman
mengenai istilah-istilah yang dipakai akan diuraikan berikut ini, sekaligus

pemaparan para ahli pidana yang mendukung istilah-istilah yang dipakai:

%Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Ctk. Keempat, Aksara Baru,
Jakarta, 1983, him. 7

%Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1985, him. 125
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a. lIstilah peristiwa pidana.®®

Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam
Pasal 14 ayat 1 UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950. Pengertian
dari peristiwa pidana menurut Moelyatno kurang tepat jika untuk pengertian
yang abstrak, karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkrit,
yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya
orang, terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang, tapi yang dilarang
oleh hukum pidana adalah matinya orang karena perbuatan orang lain, tapi
apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam, sakit, maka peristiwa
tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana.

b. Istilah Perbuatan Pidana.>’

Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengadung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum
pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan
pidana haruslah diberi arti yang bersifaf ilmiah dan ditentukan dengan jelas
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut diingat

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan

%6 Samidjo, Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab), Armico, Bandung, 1985, him. 80
57 Bambang Poernomo, op.cit., him. 124
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oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang
yang menimbulkan kejadian itu. Sehingga antara larangan dan ancaman
pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang
menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak
karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi perkataan perbuatan yaitu
suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu:
pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang
menimbulkan kejadian.
c. lIstilah Tindak Pidana.®

Istilah tindak pidana digunakan dan tercantum dalam Pasal 129
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstitusi dan
anggota DPR, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang istilah-istialh yang
dipakai, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah
perbuatan pidana, dikarenakan berdasarkan defenisi di atas, maka dapat
dilihat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk pada suatu kejadian yang
pelakunya adalah manusia yang merupakan salah satu subyek hukum pidana
disamping korporasi (akan dibahas pada bab selanjutnya), sedangkan istilah
peristiwa pidana menunjuk pada suatu kejadian yang mana pelakunya bisa
manusia, alam, hewan dan lain-lain yang menurut penulis hal ini terlalu luas

dan tidak masuk dalam kajian hukum pidana.

%8 Samidjo, op.cit., him. 80
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Hubungan antara perbuatan pidana dan Strafbaar Feit dalam lingkup
kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana,
mempunyai perbedaan makna. yang walaupun perbuatan pidana merupakan
pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Strafbaar Feit dipergunakan dinegeri Belanda yang beraliran/paham
monistis yang antar lain dikemukan oleh Simon yang merumuskan Simons
yang merumuskan “Strafbaar Feit” sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum
diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang
yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.
Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari
Strafbaar Feit meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut dengan
unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim disebut unsur
subyektif dicampur menjadi satu, sehingga Strafbaar Feit sama dengan syarat-
syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap kalau terjadi
Strafbaar Feit maka pelakunya pasti dapat dipidana.>®

Perbuatan pidana yang pokok pengertian harus mengenai Perbuatan,
yang dalam hal ini tidak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan,
sebagaimana yang dinyatakan oleh Moeljatno di atas yang memisahkan antara

perbuatan dan pembuatnya. Pokok pengertian pada perbuatan dan apakah

%% Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, him.
50
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inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana

atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.®

Tapi pada perkembangnya telah tumbuh pemikiran baru tentang Strafbaar

Feit, yang menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos, telah tumbuh pemikiran

tentang pemisahan antara “de strafbaarheit van heit feit” dan “de strafbaarheit

van de dader”, dengan perkataan lain bahwa adanya pemisahan antara “perbuatan

yang dilarang dengan ancaman pidana” dan orang yang melanggar larangan yang

dapat dipidana” yang dalam hal ini satu pihak tentang perbuatan pidana dan

dipihak lain tentang kesalahan.®* Dengan adanya pemisahan antara perbuatan dan

pembuatan merupakan termasuk aliran/pahal dualistis.

pidana
yaitu®?:

a.

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan

dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam dua (2) jenis

Kejahatan (misdrijven), yang disusun dalam Buku Il KUHP, kejahatan
adalah Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang
bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan
yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum.
Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang
pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu
catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda
dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

Pelanggaran (overtredingen), disusun dalam Buku 111 KUHP, pelanggaran
adalah politie-onrecht adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau
keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain
perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan
penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah:
Pasal 504 tentang pengemisan, pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

80 Bambang Poernomo, op.cit., him.126
&1 Ibid., him. 127
%2 Ibid., him. 96
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan defenisi di atas tentang perbuatan pidana maka dalam hal
ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana.
tapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana
sendiri terkait dengan unsur yang harus tercantum dalam perbuatan pidana.
Ada sebagian pendapat yang membagi unsur perbuatan pidana secara
mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih
jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut®:
a. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar

yang terdiri dari:

1) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari
perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan
dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum
(onrechtmatig) yang dapat diancam dengan pidana

2) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada
perbuatan pidana
Menurut  Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif

yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum
(onrechtmatig/wederrechtelijk) dan elemen subyektif yang berupa adanya
seorang pembuat (toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang
bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur

perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

8 Moeljatno, op.cit., him. 23
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b. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur

perbuatan pidana, diantaranya menurut VVos di dalam suatu Strafbaar Feit

(perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur

delik, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak
berbuat (een doen of een nalaten);

elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen
akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan
kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel,
akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas
yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;

elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet)
atau alpa (culpa);

elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid);

dan sederatan elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan
dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam pasal 160
diperlukan elemen dimuka hukum (in het openbaar) dan segi subyektif
misalnya Pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu
(voorbedachteraad).

Disamping itu menurut Hazewinkel Suringa memberikan rumusan

mengenai Strafbaar Feit (perbuatan pidana) yaitu:

a. Elemen kelakuan orang (een doen of een nalaten)
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b. Elemen akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena
pembagian delik formel dan matteriel

c. Elemen psikis, seperti elemen dengan oogmerk, opzet, dan nalatifheid
(dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alpa)

d. Elemen obyektif yang menyertai keadaan delik seperti elemen dimuka
umum (in het openbaar)

e. Syarat tambahan untuk dapat dipidannya perbuatan (bijkomende
voorwaarde van strafbaarheid) seperti dalam pasal 164 dan 165
disyaratkan apabila kejahatan terjadi

f. Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid) sebagai elemen yang
memegang peranan penting, seperti dalam Pasal 167 dan 406.

Dengan melihat berbagai ragam pendapat yang membagi unsur-unsur
perbuatan pidana, yang pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua
yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana. Maka
dalam hal in kesemua unsur tersebut dapat diterapkan. Adapun baiknya kita
juga melihat rumusan yang diberikan oleh Moeljatno yang membagi unsur-
unsur perbuatan terdiri dari®*:

a. Kelakuan dan akibat;

b. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan
dan akibat yang dilarang oleh hukum;

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya pada rumusan
Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini
apabila seorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu
perbuatan yang direncanakan, maka disitulah letak pemberatnya;

d. Unsur melawan hukum yang obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir
dari pelaku;

% 1bid., him. 60
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e. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari
pelaku.

Esensi dari unsur-unsur perbuatan pidana adalah yang pokoknya
berwujud suatu kelakuan (+ akibat) yang bersifat melawan hukum baik formal
maupun material. Unsur melawan hukum dalam hal ini bagi pembentuk
undang-undang ada yang menyebutkan “melawan hukum” ini dalam
rumusannya dan ada juga yang tidak disebutkan “melawan hukum” dalam
rumusannya, namun semua berpendapat bahwa melawan hukum adalah selalu
menjadi unsur dari delik. Tapi tidak semua berpendapat bahwa melawan
hukum merupakan unsur suatu delik, sebagaimana yang diungkapkan oleh
Hezewinkel Suringa yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan
unsur delik apabila undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur
delik, tapi bila undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas sebagai unsur
delik maka melawan hukum hanya sebagai tanda dari suatu delik, menurutnya
konstruksi  tersebut menguntungkan jaksa karena jaks tidak perlu
membuktikan adanya unsur melawan hukum. karena membuktikan unsur
melawan hukum merupakan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang
sukar tentang tidak adanya alasan pembenar, dengan demikian jaksa hanya
cukup membuktikan unsur-unsur dari isi delik.®®

Pendapat yang menyatakan melawan hukum merupakan unsur dari suatu

delik atau diam-diam menganggap sebagai unsur delik berarti mempunyai alam

pikiran yang luas, yaitu®®:

8 Bambang Poernomo, op.cit., him. 59
% Moeljatno, op.cit., him. 80
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a. Lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materiel.

b. Sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik
meskipun tidak disebutkan dalam rumusan.

c. Dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum
di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis.

d. Untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum,
hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas.

e. Apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik,
maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada
keragu-raguan unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif
pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut.

Dalam hal hakim ragu-ragu maka dalam hal unsur melawan hukum tidak
ternyata dalam pembuktian persidangan berarti elemen tidak terpenuhi dan tidak
terbukti delik yang dituduhkan, maka tepat jika putusan hakim akan dibebaskan
dari segala tuduhan.

3. Bentuk-bentuk Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Suatu perbuatan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan pidana
dalam hal perundang-undangan maka perbuatan tersebut sebelum dinyatakan
sebagai perbuatan pidana, ini memenuhi ketentuan yang dirumuskan dalam pasal
1 ayat 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu
aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Jadi
walaupun perbuatan secara unsur yang seperti disebutkan di atas telah terpenuhi
tapi tidak dituangkan dalam undang-undang maka tidak mempunyai kekuatan
yang mengikat semua pihak.

Adapun tujuan dengan dirumuskan dan dituangkan dalam Undang-Undang
adalah sebagai langkah preventif baik secara umum (kepada Masyarakat) dan
preventif Khusus (kepada pelaku perbuatan pidana) serat bertujuan refresif kepada
pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dicelakakan kepadanya.
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Dalam Undang-Undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang

disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-

yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis.

Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu®’:

a. Kategori pertama

1)

2)

Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari
akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah
bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana,
contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi “Barang
siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang
mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara
tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud
pembentuk Undang-Undang.

Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah
menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting,
sudah terkandung di dalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang

menyebabkan matinya orang lain.

67 D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, op.cit., him. 31-32
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3)

Perumusan materiel-formil, vyaitu antar perbuatan dan akibat
dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang

penipuan.

b. Kategori kedua

1)

2)

3)

Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki
ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka
terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau
dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang
menimbulkan delik komisi, contoh: pasal 362 KUHP tentang
pencurian

Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk
Undang-Undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang
mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar
norma yang memerintahkan delik omisi

Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena
lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada
berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi
semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik
berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus
seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan

akhirnya meninggal.
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Dalam metode perumusan ada beberapa pendapat tentang metode
perumusan delik, diantaranya: menurut pendapat Jonkers yang mengenal
empat metode rumusan delik di dalam undang-undang, yang terdiri atas®é:

a. Paling lazim menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik
dan keterangan itu dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur perbuatan yang
dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242, dan sebagainya
dari KUHP.

b. Dengan cara menerangkan unsur-unsur dan memberikan pensifatan
(kualifikasi), seperti Pasal 263, 362, 372, 378 dari KUHP

c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi
saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, dan pembunuhan Pasal 338
dari KUHP

d. Kadang kala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk
peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya
Pasal 521 dan Pasal 122 ayat (1) dari KUHP.

Adapun Vos yang mempunyai kesamaan pendapat dalam memberikan
metode perumusan delik dengan Jonkers, mengenal tiga macam perumusan
delik, diantaranya®:

a. Rumusan yang merupakan bagian-bagian dari delik, misalnya Pasal 362,
372 dan lain-lain dari KUHP, akan tetapi tentang pencurian, penggelapan
dan sebagainya itu mengandung pula rumusan kualifikasi

b. Rumusan yang menyebutkan kualifikasi delik, sebagai contoh: Pasal 351
tentang penganiayaan dan Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan anak
laki-laki yang belum cukup umur, dari KUHP

c. Rumusan yang hanya memuat ancaman pidana, misalnya 122, 564, 566
dari KUHP.

Dengan dicantumkan berbagai macam rumusan delik seperti
disebutkan di atas, maka sekiranya tidak ada perbedaan karena kesemuan
rumusan tersebut dipergunakan dalam rumusan undang-undang khususnya

KUHP.

% Bambang Poernomo, op.cit., him. 94
% Ibid., him. 95
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Perumusan delik dalam aturan hukum tersebut bersifat umum, yang
ditetapkan bukanlah untuk seseorang tertentu, melainkan untuk semua orang
dan selanjutnya aturan hukum itu tidak berhenti berlaku apabila ia telah
diterapkan karena suatu kejadian tertentu melainkan dapat diterapkan lagi
setiap kali ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aturan hukum
tersebut.

4. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana
Sejatinya “’pidana” hanyalah sebuah “alat ““ yaitu alat untuk mencapai
tujuan pemidanaan.”® Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus
hukum, “pidana” adalah “hukuman’”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana
adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan
erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah
kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk
masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana
selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga
apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin
tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya

dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.
Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali
tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai

pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan

0 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi,
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, him. 98
"L R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, him. 83
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manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung
memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga
bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru
muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak
pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.
Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan
permahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat
merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan
alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat yang
dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.’

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat
beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah
“pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah
suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis
kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.”® Feurbach
menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan
berbuat jahat.”

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah

hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984,
him. 2

3R. Soesilo, op.cit, him. 35

"1bid., him. 42
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berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu
diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang
menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang
pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.
Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian
umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”

Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf”
merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju
dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu
“pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Moeljatno mengungkapkan jika “straf”
diartikan “hukum” maka strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”.
Menurut beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun
hukum perdata. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis
ini penulis menggunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan bahwa tulisan ini
merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat
menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.”

5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pada waktu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie mulai berlaku

di Indonesia berdasarkan Koninjklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33,

Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 jo Staatsblad tahun 1917 Nomor

SAndi Hamzah, Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
him. 1
6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, him. 12
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497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918
hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie berdasarkan Pasal VI Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu
pidana pokok yang terdiri dari :

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah

dengan pidana tutupan).

Adapun pidana tambahan terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu,

b. Perampasan barang-barang tertentu dan

c. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah
dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat
KUHP dibentuk. Dengan demikian memang tidak berlebihan jika dalam
penyusunan rancangan KUHP baru Indonesia yang akan menggantikan KUHP
yang berasal dari WvS, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai jenis pidana
untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Salah satu
macam dari jenis pidana pokok yang perlu mendapat perhatian adalah pidana mati

yang sudah sejak lama selalu menjadi kontroversi.
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dan Macam-Macam
Sanksinya

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan
atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau
pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau
perbedaan pendapat. Mengingat akan hal tersebut, penulis perlu untuk
menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi
operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum.

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang
mendapat awalan pe-dan akhiran - an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik
orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-
sembunyi.”” Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain
tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.”

Menurut pasal 362 KUHP pencurian Adalah :Barang siapa mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak

sembilan ratus rupiah.

" Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, him.
225.
8 Sudarsono, op.cit, him. 85

48



2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dan Sanksinya
Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan
yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan
Pasal 367 KUHP." Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:
a. Pencurian Biasa
Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana
untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa
diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-
unsur pencurian ringan adalah:®°
1) Mengambil
2) Suatu barang
3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
b. Pencurian Ringan
Pencurian ringan (gepriviligeerde diefstal) dimuat dalam Pasal 364 KUHP
yang rumusanya sebagai berikut: Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam
Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam
Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau
pekarangan yang tertutup yang ada kediamanya,jika harga barang yang dicuri
tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana

penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.8

9 1bid., him.
80 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama,
2003, him. 14
81 R. Soesilo,op.cit, him. 117
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Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila :

1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya
unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.
250,00.

2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.

3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan
kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai
benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.

c. Pencurian dalam Kalangan Keluarga
Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, yang

dirumuskan sebagai berikut:

1) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini
adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak
terpisah me ja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka
terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan
pidana.

2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur
atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau
semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang
derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan
penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3) Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh
orang lain daripada bapak kandungnya, maka ketentuan ayat diatas

berlaku juga bagi orang itu.®®

d. Pencurian yang diperberat

82 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, him.
40
8 R.Soesilo, op. cit., him 118.
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Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde dieftal) adalah bentuk
pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) bitambah
unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan
pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari
pencurian bentuk pokoknya.?* Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur
dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:
1. Pasal 363 KUHP
Pasal 363 KUHP merumuskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

1) Pencuri ternak;

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau
pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamanya, yang
dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak

4) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang

8 Adami Chazawi, op.cit, him. 19
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diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam
butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun®.
2. Pasal 365 KUHP
Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam pasal
365 KUHP yang dikenal dengan pencurian kekerasan yang rumusannya sebagai
berikut:
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang
didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya,atau untuk
tetap menguasai benda yang dicurinya.
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
ke 1 : jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada
tempat kediamanya, dijalan umum atau dalam kereta api atau
trem yang sedang berjalan;

ke 2 : jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu,

ke 3 :jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan

merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

& 1bid, him 116
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palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;ke 4.jika
pencurian itu mengakibatkan luka berat.

3) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan
pidana penjara paling lama 15 tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yng
diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.8

3. Unsur-unsur Tindak Pencurian

1). Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil
barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada
menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke
tempat lain.®” Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan
materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada
umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan
pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu
membawa dan memindahkanya ke tempat lain atau kedalam kekuasaanya. Unsur

pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan

% Ibid., him. 117
87 Wiryono Prodjodikoro, op.cit., him. 15
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pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya.
Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan
perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam
kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda
secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan
mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu
pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak
beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah
percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya
kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas
benda itu ke angan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu
benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan
harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual-beli, hibah
dan lain sebagainya.®®

Orang yang berhasil menguasai suatu benda ialah bila ia dapat melakukan
segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus
melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Menguasai benda berarti pelaku berada
dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu.°

b. Unsur Benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai
dengan keterangan dalam Memori Van Toelichting (MvT) atau Memori

Penjelasan mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-

8 Adami Chazawi, op.cit., him. 6
8 Ibid., him. 7

54



benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed).
Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah
terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon
telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak
adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat
dipindahkan.

Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda-benda yang
karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan
dari benda bergerak.%

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian
saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Orang lain ini harus
diartikan sebagai buka si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula
terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda
yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.
Benda-benda yang tidak ada pemil iknya tidak dapat menjadi objek pencurian.
Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan menjadi:

a) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res
nulliusatau barang tak bertuan, seperti batu di sungai, buah-buahan

dihutan.

% 1bid, him. 9
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b) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikanya itu
dilepaskan, disebut resderelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah
dibuang di kotak sampah.®*
2) Unsur-unsur Subjektif
a. Maksud untuk memiliki
Maksud untuk memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur maksud
(kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan
dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Sebagai suatu unsur subjektif,
memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai
barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum
melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu
kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.®?

Perbuatan tersebut dapat berwujud macam-macam seperti menjual,
menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan,dan bahkan
bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang tersebut tetapi juga
tidak memperbolehkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa
persetujuannya.®®

b. Melawan hukum
Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu

ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan

% Ibid, him. 11
% Ibid, him. 13
9 Wiryono Prodjodikoro, op.cit., him. 18.
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mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain

itu adalah bertentangan dengan hukum.%

C. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim yang dalam
hukum pidana pembuktian dilakukan bertujuan mencari kebenaran sampai kepada
tingkat meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP
yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya"Pembuktian merupakan bagian penting
dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan
hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam
pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa.
Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus
mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas
dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus
diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas Presumption of Innocence. Sehingga
hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.%

Pembuktian menurut Bambang Soemomo sebagaimana dikutip oleh Munir

Fuady menyatakan : Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan

% Adam Chazawi, op.cit., him. 15.
SMunir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) cet ke-5 Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him. 185
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proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang
diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-
fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam
hubungannya dengan perkara pidana.®® Untuk tercapainya hal ini, maka
dibutuhkan Hukum Pembuktian. Hukum Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan
hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Pembuktian
menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat sistem, yaitu:
1. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (Conviction in Time)

Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata
berdasarkan keyakinan pribadinya. walaupun tidak ada alat bukti, Hakim dapat
menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya.
Dalam sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan
putusan. Subyektifitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini.%” Disadari bahwa
alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan
kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar
telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan
bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri. Sistem ini mengandung kelemahan
yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah
dibentuknya, berhubung tidak ada criteria, alat-alat bukti tertentu yang harus
dipergunakan dan syarat serta caracara hakim dalam membentuk keyakinan
tersebut. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi

praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan

%1bid, him. 186
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, op.cit, him. 248.
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